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BUPATI .MAROS 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MA.ROS 

NOMOR : 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 57 TAHUN 2016 

TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MA.ROS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengakomodir 

beberapa kegiatan serta memenuhi aspek kepatutan 

Standar Biaya Masukan, maka dipandang perlu mengubah 

Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Masukan 

Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim.aksud 

dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros 

Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan 

Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017. 

' 
1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

·74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republi1f7 
Indonesia Nomor 4286); )( 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar�/? 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \f 



Menetapkan 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
341);  

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor O 1 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 

01 ) ;  
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 

7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 57 TAHUN 2016 
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROfi 
TAHUN ANGGARAN 2017 .  1 



Pasal I 

Ketentuan ayat ( 1) Pasal 4 tetap, Lampiran Peraturan Bupati Maros Nomor 57 
Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 59), beberapa 
ketentuan dalam Lampiran I diubah yakni: 

1 .  Ketentuan nomor urut 3 angka 3 . 1 ,  angka 3.2, angka 3.3 dan angka 3.4 
kolom 4 pada Tabel Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 angka 3 . 1 ,  angka 3.2, 
angka 3.3 dan angka 3.4 kolom 4 pada tabel Honorarium Pengadaan 
Barang/ Jasa dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan nomor urut 1 1  angka 1 1 . 1  huruf d dan huruf e kolom 4 pada 
tabel Honorarium Pengelola Aplikasi/Teknologi Informasi diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum pada nomor urut 1 1  angka 1 1 . 1  huruf d 
dan huruf e kolom 4 pada tabel Honorarium Pengelola Aplikasi/Teknologi 
lnformasi dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

«==, ����iti= . ·11 
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Diundangkan di Maros 
pada tanggal 4 gan.tL� �l 1 SE�AERAH, 
Ir. H. BAHARUDDIN, MM 

Pangkat : Pembina Utama Madya 
N i p : 19600909 198603 1 029 

Dit pkan di Maros 
da tanggal ,4 jetn.l.L� IU)Lr 

- 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR ? 



LAMPlNAN r P��A't'tmAN· 11trPA'tt MA�08 
NOMOR > TAHUN �11- 

TANGGAL 4 !14f'I.VAf-l IJ-()rf 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI MAROS NOMOR : 57 
TAHUN 2016 TENTANG 
S't'ANt)A� HtAYA MASUKAN 
KABUPATEN MAROS TAHUN 
ANGGARAN 2017 

STANDAR. BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 

NO URAIAN BATU.AN 
BIAYATA 

KET 
I 

2017 ( Rp) 
1 2 3 4 5 

1 HONORARIUM PENANGGUNG 
JAWAB PENGELOLA KEUANGAI'- 

Bendahara Umum Daereh Orang/ 2.250.000,- 1.l {BUD) Bulan 
1.2 Kuasa Bendahara Umum Orang/ 2.000.000,- Daer ah {KB UD) Bulan 
1.3 Pe.fabat Penau.na An&aran 

Nilai pagu dana e] d F<p. 500 drangi 700.000,- a. juta Bulan 
b Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 950.000,- 

· 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar Bulan 
I I . Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 1.100.000,:: c. 2,5 miliar s/ d Rp. 5 miliar Bulan 

d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Orang/ 1.500.000,- ·  miliar s/ d Rp. 25 miliar Bulan 

I 
Nilai pagu dana diatas Rp. 

I  
Cneug] 

I l.900.000,-1 I  e. 25 miliar rs;/ d Rp, 50 T11jJ1?r :g11J�n 

f Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 2.250.000,- 
· 50 miliar Bulan 

Pejabat Kuasa Pengguna 
I 1.4 }>.nggaran (KPA)/ Pejabat I I I 

Pembuat Komltmen f PPl{) 

Nilai pagu dana s/ d Rp. 500 Orang/ 700.000,- a. iuta Bulan 
Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 800.000,- b. r--:.rt.Y'""I .. .  .;...ll.."....!' ._": -, �.... T""\,•._; 7'"'\ ,- •;;_:-·_, --!,-· � . .  -, Bulan JVU juta �/ U K}', 4,J nuuar 

Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 1.000.000,- c. 2 5 miliar s/ d Rp. 5 miliar Bulan 
' d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Orang/ 1.500.000,- ·  miliar s/ d Rp. 25 miliar �ulan ' - ··-�·· , ..... ·-,·····-·""·-- ... ·--- 

I 
Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ l.s5o.ooo,- e. 25 miliar s/ d Rp. 50 miliar Bulan 

I 
J 



f Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 2.150.000,- ·  50 miliar Bulan 
1.5 

Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan ( PPTK) 

Nilai pagu dana s/ d Rp. 500 Orang/ 350.000,- a. juta Bulan 
b Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 400.000,- · 500 juta s/ d Rp. 2,5 miliar Bulan 

Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 550.000,- c. 2,5 miliar s/ d Rp. 5 miliar Bulan 
d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Orang/ 750.000,- · miliar s/ d Rp. 15 miliar Bulan 

Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 850.000,- e. 15 miliar s/ d Rp. 50 miliar Bulan 
f Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 900.000,- · 50 miliar Bulan 

1.6 
Pejabat Penatausahaan 
Keuangan 

N ilai pagu dana s/ d Rp. Orang/ 400.000,- a. 500 juta Bulan 
b. Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 500.000,- 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar Bulan 

Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 650.000,- c. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar Bulan 
d. Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 850.000,- 5 miliar Bulan 

1 7 
Bendahara Pengeluaran 

. SKPKD dan SKPD 
N ilai pagu dana s/ d Rp. Orang/ 500.000,- a. 500 juta Bulan 

b. Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 650.000,- 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar Bulan 
Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 750.000,- c. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar Bulan 

d. Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 850.000,- 5 miliar s/ d Rp. 15 miliar Bulan 
Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ e. 15 miliar Bulan 1.050.000,- 

1.8 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu/Bendahara Gaji 

Nilai pagu dana s/ d Rp. Orang/ 350.000,- a. 500 iuta Bulan 

b. Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 500.000,- 500 juta s/ d Rp. 2,5 miliar Bulan 
Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 550.000,- c. 2,5 miliar s/ d Rp. 5 miliar Bulan 

d. Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 650.000,- 
5 mi1iar s/ d Rp. 15 miliar Bulan 
Nilai pagu dana diatas Rp. Orang/ 800.000,- e. 15 miliar Bulan 

Staf Kuasa Bendahara Orang/ 800.000,- 1.9 Umum Daerah (KBUD) Bulan 



Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), 
Kuasa bendahara Umum Daerah (KBUD), Pejabat Pengguna Anggaran, 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen 
{:PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan 
Keuangan/ Harang SKt>D, 11endahara t'engeluaran SKt'KU dan SKPD, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Gaji, diberikan berdasarkan 
Pagu yang dikelola, sedangkan Honorarium Staf Kuasa Bendahara Umum 
Daerah (KBUD) diberikan perbulan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Kepada Penanggungjawab Pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 

satu UPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang 
dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada 
masing-masing DPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing­ 
masing DPA. 

b . Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat 
Pernhiial KoiiiiLiiiefr (PPK) liaiiya dipeik:eiiafrk:afr iiieii.eiiliia salali saiii 
honorarium. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung; 

c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per 
bulan hanya selama kegiatan berlangsung/ atau perpaket kegiatan; 

d. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat 
kedudukan bendahara pertgeltiatan dan atau beban kerja bendalrara 
pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat 
mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

e. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran 
DA...,..,,hr-t...--..+-.-. l\T.;ln.; Dom, ".: T rt "1"'11 n-  ,1.;--mnlre"\-.-.rl ..--.rl ..... lnl,, Dnn-,, Belanja J 1�-P_._Q�"!l...,,.L.g- 
1. '-...-.J.....l...l..UCl...L.J...Ll.A.• .1,..1..1.C1....1.. .1. c.t..5,lA. yc.t...1...i.5 \....I....Ll....1...LCA...L'\.....=t\A.'-L C..1...\...1...CL.1..CLJ...1. .J. c..a.5u. .LJ ....... 'L.,'L.IL.&. """  ,,._..............._ 

0 - '-'--  
...  a, 

f. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu 
non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk 
Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai; 

g. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola 
keuangan dalam 1 [satu] tahun paling banyak 10?/o dari pagu yang 
dikelolanya. 

h. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional 
bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium. 

i. Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) maksimal 8 (Delapan) 
Orang. 

HONORARIUM PENGELOLA Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

SATUAN 
BIAYATA 

KET NO URAIAN 2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

2 
HONORARIUM PENGELOLA 
PNBP 

2.1 
Bendahara Penerima SKPD 
tlsm PNRP 

N ilai Penerimaan per Orang/ 500 .000,- a 
tahun s/ d Rp. 500 juta Bulan 

N ilai Penerimaan per 
Orang/ b tahun di atas Rp. 500 Bulan 

850.000,- 

iuta s/ d Rp, 5 miliar 

N ilai Penerimaan per 
Orang/ 

c tahun di atas Rp. 5 Bulan 
1 .000 .000 ,- 

miliar 



I ,... ,... Bendahara Penerima 
...:; . ...:, 

Pembantu SKPD 
dan PNBP 

a N ilai Penerimaan per Orang/ 400.000,- tahun s/d Rp. 500 juta Bulan 
Nff::i-i Pf':11�rmEH:i11 p�r <:Jrang/ b tahun di atas Rp. 500 700.000,- 
juta s/ d Rp. 5 miliar Bulan 
N ilai Penerimaan per Orang/ 

c tahun di atas Rp. 5 800.000,- 
milia:r 

Bulan 

Penjelasan : 

Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi 
tuaas oleh neiabat vane; berwenans untuk menaelola PNBP funasiorial 
dengan ketenruan sebagai berikut: ,_, "' '"' 
a. Jumlah Petugas penerima PNBP paling banyak 5 (lima) orang; 
b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 (satu) 

tahun paling banyak l()C>/o dari penerimaan PNBP masing-masing SKPD; 
c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan 

Fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 

HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA. 

A· 

.u.r.:iu.�.1111'-!"/ uzs.gzs. 

3.1 Pejabat Pena::adaan OB 680.000,- 

Panitia Pengadaan Barang 

3.2 
dan kelompok Kerja Unit 
Layanan Pengadaan 
iKonstruksii 

N ilai Pagu Pengadaan 
a. sampai dengan Rp.200 Per Paket 680.000,- 

iuta 

N ilai Pagu Pengadaan di 
,_ 

atas Rp. 200 juta s.d 
..--.� rv rvr» r\Art 

u. vr I VV,VVV,- 

Rp.500 iuta 

N ilai Pagu Pengadaan di 
c. atas Rp.500 juta s .d OP 900.000,- 

Rn.I Milvar 
N ilai Pagu Pengadaati di 

d. atas Rp. 1 Milyar s.d OP 1.100.000 , -  

Rp.2,5 Milyar 
Nilai Pagu Pengadaan di 

e. atas Rp. 2,5 Milyar s.d OP 1.350 .000,- 

Rp.5 Milvar 

N ilai Pagu Pengadaan di 
[. atas Rp.5 Milyar s.d OP 1.500.000 ,- 

Rp .10 Milvar 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 f Rp) 

1 2 3 4 5 

Ll'-'AT-'D A 'DTTT'IIJI' D'll''AT� A ""  A  A  'AT 

I 3 
I �-J.'11-�UJ.Y.I C£/J.'ll'-!".t1JJ--J.'II 

ft 'n A -- I T A:  0  A  



Nilai Pagu Pengadaan di I 
g. atas Rp:-,10 Milvar OP 1.800.000,- 

Panitia Pengadaan Barang 

3.3 
dan kelompok Kerja Unit 
Lavanan Penodaan INon 
K�nstruksi) "°"· • 

Nilai Pagu Pengadaan 
a. sampai dengan Rp.200 Per Paket 760.000,- 

juta 
Nilai Pagu Pengadaan di 

b. atas Rp; 200 juta s.d OP 700.000,- 
Rp.500 iuta 

Nilai Pagu Pengadaan di 
c. atas Rp.500 juta s.d OP 850.000,- 

Rp.1 Milyar 
Nilai Pagu Pengadaan di 

d. atas Rp. 1 Milyar s.d OP 1.000.000,- 
Rp.2,5 Milyar 
Nilai Pagu Pengadaan di 

e. 
atas Rp. 2,5 Milyar s.d OP 1.200.000,- 
Rp.5 Milyar 
Nilai Pagu Pengadaan di 

f. atas Rp.5 Milyar s.d OP 1.400.000,- 
Rp.10 Milyar 

g. 
N ilai Pagu Pengadaan di 

-.n � "7r:!!A AAA 

atas Rp:10 Milvar 
vr .1. , /  vv.vvv,- 

Panitia Pengadaan Jasa 

3.4 
dan Kelompok Kerja Unit 
Lavanan Pengadaan (Non 
Konstruksi) '""" . 

Nilai Pagu Pengadaan 
a. Jasa Konsultansi s.d. Per Paket 450.000,- 

Rp.50 iuta 

Nilai Pagu Pengadaan 

b. 
Jasa Konsultanei di 

OP 450.000,- 
atas Rp.50 juta s.d. Rp. 
100 juta 
Nilai Pagu Pengadaan 

c. Jasa Lainnya s.d. Per Paket 450.000,- 
Rp.100 juta 

Nilai Pagu Pengadaan 

d. 
Jasa Konsultansi/ Jasa 

OP 450.000,- 
Lainnya di atas Rp.100 
iuta s.d. Rp. 250 iuta 
N ilai Pagu Pengadaan 

e. 
Jasa Konsultansi/ Jasa OP 500.000,- 
Lainnya di atas Rp.250 
juta s.d. Rp. 500 iuta 
Nilai Pagu Pengadaan 

f. 
Jasa Konsultansi/ Jasa 
Lainnya di atas Rp.500 OP 700.000,- 
juta s.d. Rp. 1 Milvar 



Nilai Pagu Pengadaan 

Lainnya di atas Rp.10 
Milyar 

- 

Jasa Konsultaiisi/ Jasa 
g. Lainnya di atas Rp.1 

OP 850.000,- Milyar s.d. Rp. 2,5 
Milvar 

Nilai Pagu Pengadaan 

h. Jasa Konsultansi/ Jasa 
OP 1.000.000,- Lainnya di atas Rp.2,5 

Milvar s.d. Rp. 5 Milvar 
Nilai Pagu Pengadaan 
Jasa Konsultansi/ Jasa 

i. Lainnya di atas Rp.5 
OP 1 .100.000,-  Milyar s.d. Rp. 10 

Milvar 

Nilai Pagu Pengadaan 
rr 

Jasa Konsultasi/ Jasa 
no 1 �� () - 

Penjelasan : 

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/ jasa melalui penunjukan langsung/ Pengadaan 
Langsung sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Honorarium Panltia Pengadaan Harang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit 
Layanan Pengadaan (ULP). 
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang menjadi Panitia Pengadaan Barang/ Jasa atau 
Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barangj jasa sesuai ketenruan yang berlaku. 
Cata.tan :  
Dalam hal anggota Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan 
profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 

HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA 
PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( RP) 

1 2 3 4 5 
HONORARIUM TIM PERSIAPAN 

4 
PENGADAAN TANAH 
/PELAKSANA PENGADAAN 
TAiiAH DAii Tint KAJiAN 

4.1 
Ganti Kerugian Tanah s.d 
Rp. 500 Juta 

a. Ketua Merangkap OBP 1.000.000 ,- 
Anzzota 

b. Sekretaris Merangkap OBP 700.000,- 
Anzzota 

c. Anzzota OBP 600.000,- 



d. Sekretariat OBP 400.000,- 

Ganti Kerugian Tanah 

4.2 
diatas Rp. 500 Juta s.d 
RD> 1 �ili�:r 

a. 
Ketua Merangkap 

OBP 1.200.000,- 
Anzzota 

b. 
Sekretaris Merangkap 

OBP 1.000.000,- Anggota 
c. A-nlTlTn+<:> nAP 800.000,- L  ll...L....L6f:t""!'� � .L..J! .I..  

d. Sekretariat OBP 600.000,- 

Ganti Kerugian Tanah 
4.3 diatas Rp. 1 Milyar s.d 

Ro. 5 Millar 
T'l� .......... H  1'/f�.-.......:"*"'iTlT"r.:� 

a. .l\..\..l.Uct 1-Y�\...lct.l.l�Act_p 
OBP 1.400.000,- 

Anggota 

b. Sekretaris Merangkap 
OBP 1.200.000,- 

Anzzota 

c. Anggota OBP 1.000.000,- 
1  T""'l  -  -.- ·� - T - �� • - -r 

OBP 
1""7Y'IY°'I' .,.-YT""r,� 

u. .:)eKit Lanat ,uu.uuv,- 

Ganti Kerugian Tanah 
4.4 diatas Rp. 5 Milyar s.d 

Rp. 10 Millar 

a. 
Ketua Merangkap 

OBP 1.600.000,- 
Anzzota 

b. 
Sekretaris Merangkap OBP 1.400.000,- 
Anezota 

c. Anggota OBP 1.200.000,- 

d. Sekretariat OBP 800.000,- 

4.5 TIM KAJIAN 

a. Ketua Merangkap OBP 1.100.000,- 
AnQ:Q:Ota 

b. 
Sekretaris Merangkap 

OBP 800.000,- 
Anggota 

c. Anggota 

Penjelasan : 

OBP 7so.ooo,- I  

Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah 
diberikan kepada Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang 
berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Persiapan 
pengadaan Tanah/ melaksanakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk kepentingan U mum. Honorarium diberikan sejak penyiapan 
pelaksanaan Tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian 
atau penitipan uang. 
Ketua adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan Tanah dan 
Sekretaris adalah Pejabat pada Unit Kerja yang melaksanakan Pengadaan 
Tanah, sedangkan Anggota adalah Kepala Bagian Hukum Setda Maros dan 
SKPD yang membutuhkan Pengadaan Tanah serta Camat, Lurah/ Desa 
Lokasi Pengadaan i='anah. 
Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah 
adalah Pegawai yang diberi tugas untuk membantu Tim Persiapan 
Pengadaan Tanah/ Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Ketua adalah staf 
yang membidangi Pengadaan Tanah dan anggota adalah Staf yang 
membidang Pengadaan 'I'anah dengan jumlah anggota sesuai keburuhan. 



HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN 

SATUAN I BIAYA TA I KET 
2017 f Rol 

URAIAN 
. -a • 

1 2 3 4 5 

5 
HONORARIUM PERANGKAT 
UNIT LAYANAN PENGADAAN 
5 . 1  Kepala ULP OB 1.000.000,- 

Sekretarisf Staf Pendukunz 
5.2  

·  .a. .  I ......,.  .t.  .......  '-«-�,.,......_.a...,.e, 

OB 750.000,- 
ULP 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi 
tugas pada perangkat Unit Layanan Pengadaan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut 
diatas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada Unit 
Organisasi yang ada. 
Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan 
perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, 
rnAk-a perangkat l TLP tirlak diberikan honornrinrn, 

HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
BARANG/JASA 

BIAYA TA I - - - · -  I  -- -- I 
NO URAi.AN SATUAN ·-- -�- � - - 

- . KET 
2017 ( Rol 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM PANITIA 
6 PEMERIKSA / PENERIMA 

RAR-A-NG/ .. J.A-RA 
- - - -  , . - - . � ,  . . .  --- 

Pejabat Pemeriksa/ Penerima 
6.1 Hasil Pekerjaan/ Pengadaan OB 400.000,- 

Barana/ J asa 
Panitia Pemeriksa/ Penerima 

6.� Hasil Pekeriaan I PP.noAnAATI 
- � '." ::".":!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  J.· . . . .  ,  . . . . .  o. ' -  . . . . . .  

Barana/ Jasa 
N ilai Total Anggaran 

a. Pengadaan s/d Rp. 200 Per Paket 400.000,- 
juta 

N ilai Tofa 1 Aneaaran 
- : .-.� - .-: .· .. - .. - . ' oo-.- -..-- 

b. Pengadaan di atas Rp. OP 300.000,- 
200 iuta s/d Rp. 1 miliar 
N ilai Total Anggaran 

c. Pengadaan di atas Rp. 1 OP 600.000,- 
m-iliar s I d- Ri::>. % milia-r 

N ilai Total Anggaran 
d. Pengadaan di atas Rp. 5 OP 1.000.000,- 

miliar 



Penjelasan : 

Honorarium diberikan kepada pegawai ASN yang diberi tugas untuk 
menerima/ memeriksa barang/ jasa, yang diserahkan setelah seluruh 
pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per 
b'ulan, sedangkan honorarium Pamtla Penerhna hasil Pekezjaan diberfkan 
per paket. Jumlah Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebanyak­ 
banyaknya 3 orang. 

HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

7 
HONORARIUM PERENCANA 
- - -- -· ..... �-- � -- 

BAN GUN AN 

7.1 
Perencana Bangunan 
Gedune: 

Nilai Total Anggaran 
a. Pengadaan s/ d Rp. 500 OP 1.000.000,- 

iuta 

N ilai Total Anggaran 
b. Pengadaan di atas Rp. OP 1.500.000,- 

500 juta s/ d Rp. 2 miliar 
N ilai Total Anggaran 

c. Pengadaan di atas l<p. i up i.b6b.bbb,- 
miliar 

7.2 
Perencana Bangunan Non 
Gedung 

Nilai Total Anggaran 
a. Pengadaan s/ d I<p. soo uP 5bb.bbb,- 

iuta 

Nilai Total Anggaran 
b. Pengadaan di atas Rp. OP 700.000,- 

500 juta s/ d Rn. 2 miliar 
N ilai 'l'ota.1 Anggaran 

c. Pengadaan di atas Rp. 2 OP 1.000.000,- 
miliar 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan 
tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket, 
dengan ketentuan : 

1 .  Perencana Bangunan Ged ung 
a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 Juta terdiri dari Team 

Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 

1 orang. 
b. Nilai Total Anggaran Pengadaan 500 juta s/d Rp. 2 Milyar terdiri dari 

Team Leader 1 orang, StttveJo:t 2 orang, Drafter 1 o:tartg dan Pembtrat 

RAB 1 orang. 



c. N ilai Total Anggaran Pengadaan diatas Rp. 2 Milyar terdiri dari Team 
Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 2 orang dan Pembuat RAB 
1 orang. 

2. Perencana Non Bangunan Ged ung 

Leader 1 orang, Surveyor tanpa alat sebanyak 3 orang, dengan 
menggunakan alat sebanyak 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat 
RAB 1 orang. 

b. Nilai Total Anggaran Pengadaan Rp. 500 juta s/d Rp. 2 Milyar terdiri 
dari Team Leader 1 orang, Surveyor tanpa alat sebanyak 4 orang, 
dengan menggunakan alat sebanyak 5 orang, Drafter 1 orang dan 
Pembuat RAB 1 orang. 

c. Nilai Total Anggaran Pengadaan diatas Rp. 2 Milyar terdiri dari Team 

1 orang. 

HONORARIUM NARASUMBER, PENGARAH 
PERENCANAAN /PENGAWASAN BANGUNAN. 

DAN ASISTENSI 

URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
NO 2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORAR.iUivi NARASUmBER, 

8 
PENGARAH DAN ASISTENSI 
PERENCANAAN/PENGAWASAN 
BANGUNAN 

8.1 Narasumber 

a. Bupati OJ 1.666.666,- 

b. W aki1 Bupati OJ 1.500.000,- 
c. Sekertaris Daerah OJ 1.300.000,- 

8.2 Pengarah 
a. Kepala SKPD OP 1.000.000,- 
b. Sekretaris SKPD OP 800.000,- 

8.3 Asistensi 

a. Kepala Bidang OP 600.000,- 
b. Kepala Seksi OP 400.000,- 

Penjelasan: 

a. Honorarium N arasumber diberikan berdasarkan jumlah jam 
pembahasan setiap kegiatan/ program. 

b. Honorarium Pengarah diberikan kepada pegawai ASN )rang 

melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada 
perencanaan/ pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket. 



HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAi) 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM PENGELOLA 
9 SISTEM AKUTANSI INSTANSI 

(SAi) 

9.1 
Unit Akutansi Pengguna 
A an/Barang 
a. Penanggung jawab OB 600.000,- 
b. Ketua OB 500.000,- 
c. Sekretaris OB 400.000,- 
d. Anzz .. ota/ Petugas OB 350.000,- 
Unit Ak.utansi Pembantu 

9.2 Penmruna Anmraran/ 
""""" -.., 

Barang 
a. Penanggung jawab OB 450.000,- 
b. Ketua OB 350.000,- 
c. Anggota/Petugas OB 300.000,- 

Penjelasan : 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi 
tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran eampai 
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, sesuai dengan 
unit akutansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual 
maupun terkomputerisasi. SAi terdiri dari Sistem Akutansi Keuangan 
(SAK) dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara/ Daerah 
Ketentuan mengenai jumlah Pengelola SAI adalab sebagai berikut : 
a. Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati paling ban.yak 7 (tujuh) orang 
Catatan: 
Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperkenankan memberlakukan 
satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAi. 

HONORARIUM PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU 
DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG. 

I K E T I  BIAYATA 
2017 I Roi 

SATUAN URAIAN 
. . 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM PENGURUS 

10 
BARANG,PENGURUSBARANG 
PEMBANTUDANPEMBANTU 
PENGURUS RARANG 

1 0 . 1  
Honorarium Pengurus 
Barang Pengelola 

Nilai Perolehan Aset 
a. tetap diatas Rp. 50 Orang/ Bulan 1 .200.000 ,- 

Milvar 
N ilai Perolehan A set 

b. tetap s/d Rp. 50 Orang/ Bulan 1 .000.000 ,- 

Milvar 



Honorarium Pembantu 
10.2 Pen.gurus Barang 

Pengelola 

Nilai Perolehan A��t 
a. tetap diatas Rp. 50 Orang/ Bulan 1.000.000,- 

Milvar 
Nilai Perolehan Aset 

b. tetap s/ d Rp. 50 Orang/ Bulan 800.000,- 
Milvar 

Honorarium Pengurus 
10.3 Baranz Penzauna 

N ilai Perolehan A set 
a. tetap diatas Rp. 50 Orang/ Bulan 1.000.000,- 

Milvar 
N ilai Perolehan A set 

b. tetap s/d Rp. 50 Orang/ Bulan 800.000,- 
Milvar 

Honorarium Pembantu 
10.4 Penzurus Baranz Orang/ Bulan 500.000,- 

'"' '-' 
Penazuna 

10.5 Honorarium Pengurus 
Orang/ Bulan 400.000,- 

Baranz Pembantu 

Penjelasan : 

1 .  Honorarium Pen.gurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang 
diberikan kepada pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang, yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
berweriang serta berwenang dan bertanggung jawab: 
a. memhantu meneliti · dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik 

daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 
b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang; 

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 
persetujuan Bupati; 

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai 
bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam 
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan barang milik daerah; 

e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tan.ah 
dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang 
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

r. menyimpan dokumen ash kepemilikan barang milik daerah; 
g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Barang; 



h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
milik daerah; dan 

1. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 
semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 
bahan penyusunan Laporan barang milik daerah. 

2. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah 
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh 
Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan 
administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 
Pengelola Barang. 

3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang 
diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
bcrwenang, yang diserahi tug as menerima, menyimpan, 
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah serta berwenang 
dan bertanggung jawab : 
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 
perolehan lainnya yang sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 
d. membantu mengamankan barang mi1ik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tan.ah dan/ atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
ii.tili.K <1.aeiitf1 selaifi faiia.Ii. a.au} aiau uaiigiiii.aii; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa 
tan.ah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang 
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

4. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah 
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh 
Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan 
administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 

5 .  Honorarium Pengurus Barang Pembantu adalah Honorarium yang 
diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh yang berwcnang, 
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik 

daerah pada Kuasa Pengguna Barang serta berwenang dan 
bertanggung jawab : 
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 

barang milik daerah; 
b. menyiapkan ueulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 
perolehan lainnya yang sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 



d. membantu mengaman.kan barang miti:k daerah yang berada pada 
Kuasa Pengguna Barang. 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
mili.k daerah selain tan.ah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa 
tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna 
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g-. meuj-iapkarr clok-ttlllen perrgajuarr ttsulan pem usrrahun darr 
penghapusan barang milik daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
1. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 
J· me-ngajukan Surat Permintaan .9at:-ang (SP.g} kepada Kuasa 

Peligg11ha Barillig; 

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 
Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 
barang; 

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KlR} semesteran dan 
tahunan; 

m. memberi label barang milik daerah; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang 
atas, perubahan kondisi fisik barang m-il!k daerah pengecekan fisik 
barang; 

o. melakukan stock opna:me barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyrmpan 
��.Jj_j fotQkop_iJ salinan dol<::i.uu.e.u peuatausahaan; 

q_; melaku kan rekonsiliaei dalam TATJ.gka penyusunan Iaporan barang 
Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah 
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 
P��gt:11:1:�� �ar�g p��ggI·l:Jl::::t:· 

HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI 

I BIAYA TA I .. , ........ I 
s·"'uAN TTRAI ...... 

1'V u A1' A& 2017 ( Rp) 
.n..l!I & 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM PENGELOLA 
11  APLIKASI/TEKNOLOGI 

r J INFORMASI r r I 

1 1 . 1  
Tim Pengelola Aplikasi 
Kabupaten 
a. Penanggung jawab Orang/ Bulan 1.500.000,- 

b .  Tenaga Ahli Cneaxg] Bulan 1.400.000,- 

c. Ad minietrator Oranf!..! Bulan 1.050.000,- 

d. Tim Teknis Orang/ Bulan 900.000,- 

e. Operator Orang/ Bulan 900.000,- 

I . ,, �  I  



I .. ..  "  
.L  .L  •  .o=;  

Unit Pengelola Aplikasi 
Ti t SKPD . .  
a. 
b. 

c. 0 erator 

Oran /Bulan 
Orang/ Bulan 
Oran Bulan 

500.000,- 
400.000,- 
300.000,- 

-  -  

I  Orang/ Bulan I 1 .900.000,- ,  
Penjelasan : 
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/ non pegawai negeri yang 
diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk mengelola 
kegiatan pelaksanaan Aplikasi dan implementasi Teknologi Informasi pada 
tingkat kabupaten dan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

HONORARIUM PEMBER! KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN 
fiERAcARA. 

4 

BIAYA TA I KSET I 2017 ( Rp) . . 
3 

SATUAN 
2 

URAIAN 
HONORARIUM PEMBER! 

12 KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA 
1 2 . 1  Honorarium Keterangan 

Orang/Kali 1.800.000,- 
Ahli/ Saksi Ahli 

1 1 2 . 2  Honoranum Beracara Orang/Kali 1.800.000,- , 

Penjelasan : 
a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli 

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur 
Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan 
memberikan informasi/ keterangan sesuai dengan keahlian di bidang 
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau 
persidangan di pengadilan. 
Dalam hal iristansi yang mengundang/ memanggil pemberi keterangan 
ahli/ saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi 
pengirim pemberi keterangan ahli/ saksi ah1i dapat memberikan 
honorarium dimaksud. 

b, Honorarium Beracara 
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai N egeri Sipil 
Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi Tugas untuk beracara mewakili 
instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang 
merupakan tugas tambahan dan tidak d uplikasi dengan pemberian gaji 
dan tunjangan kinerja. 



HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA 
ACARA/PANITIA 

3 

SATUAN 

2 

URAIAN 

HONORARIUM 

13 
NARASUMBER/PEMBAHAS/ 
MODERATOR/PEMBAWA 
ACARA/PANITIA 
13.1 Narasumber I Pembahas 

Bupati / Pejabat 
a. Setingkat / Yang Orang/kali 1.500.000,- 

Disetarakan 
Pejabat Eselon II / 

b. Pejabat Setingkat / Orang/kali 1.000.000,- 

Yang Disetarakan 
Pejabat Eselon III / 

c. Pejabat Setingkat / Orang/kali 800.000,- 

Yang Disetarakan 
Pejabat Eselon IV ke 

d. bawah / Yang Orang/kali 500.000,- 

Disetarakan 
13.2 Moderator Orang/Kali 700.000,- 

13.3 Honorarium Panitia 

a. Penanzzunz Jawab Orang/Kali 500.000,- 

b. Ketua Orang/Kali 450.000,- 

c. Sekretaris Orang/Kali 400.000,- 

d. Anggota Orang/Kali 300.000,- 

Penjelasan : 

13.1 Honorarium Narasumber/Pembahas 
Honorarium N arasumber dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang 
memberikan :informasi/ Pengetahuan kepada Pegawai ASN 
Lainnya/ Masyarakat dalam kegiatan seminar/ Rapat 
Koord:inas:l./ Sosiallsas:l./ 0esrmenas:t/ Hrmb:ingan 
Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ 
Focus Group Discusion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/ Kegiatan 
Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan. 
Catatan: 
1 .  t,;aman Kegiatan yang digunakan anaian dalam 1 ( satu) kali 

kegiatan seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminaai/ 
BimbinganTeknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ 
Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discusion/ Kunjungan Kerja 
(Study Banding)/ Kegiatan Sejenis yang besarannya ditetapkan 
leuili laii.jiif ue11gaii Kepiifi.isaii Biipaii. 

2. Honorarium Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan: 
a. Berasal dari luar lingkup SKPD Penyelenggara; dan 
b. Berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta 

yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup 
SKPD penyelenggara/ masyarakat. 



13.2 Honorarium Moderator 
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 
moderator pada kegiatan seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ 
Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ 
Simposium/ Lokaka:rya/ Focus Group Discusion/ Kunjungan Kerja 
(study i1andmg) / Keg1atan sejerns. 
Catatan: 
Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 
a. Berasal dari luar lingkup SKPD Penyelenggara ; dan 
b. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang 

menjadi sasaran utama kegiatan berasa1 dari Iuar Iingkup SKF>O 

penyelenggara/ masyarakat 

13.3 Honorarium pembawa Acara 
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara 
yaiig uiiuii.jiiK oleli p�jafial yaiig oerwe:uaiig uiil� iiieiaEsaii.aRaii 
tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/Rapat 
Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ BimbinganTeknis/ Workshop/ Rapa 
tKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokaka:rya/ Focus Group Discusion/ 
Kunjungan Kerja (Study Banding)/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri 
Oleh Dupati/\V� nupati/Sekreta..,s Daerah sepanjan.g pesetta 
kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri Lintas 
SKPD penyelenggara/ Masyarakat. 

13.4 Honorarium Panitia 
l-f7""1-rtT"'l�n,,....,.., 'l: T n -rt rT  rl-il,P-r,-;l;r.-,-,., l:;rx::i,.�n:rll'"'I C'Pc:'\�Y'l.-rr,-.,rT "'l'. T O ,,... rT  rl-il,JC&-r,; h "'l rY rl c:'\  �1�1, 
J. .1.J..J.1....1..'--'..l..CL&...Ll.A..J....I.... J CI...J....J..E, 1...,1_.1.U'.L-..l....Ll."'-Cl....l...J.. ..c..vpco..A..CL ..:JV�V'-...1..1.CLI...Lf, J CI...LJ..f, "-1....1.UV..l....l. L'-&.f,Cl...:1 \...J.l.'-,,.1..1. 

pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan 
seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ 
BimbinganTeknis/ Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ 
Lokaka:rya/ Focus Group Discusion/ Kunjungan Kerja (Study 
R!:1-nd1-ng)/Kegiatan Sejeriis sepanjang peserta kegiatan dihadiri Lintas 
SKPD penyelenggara/ Masyarakat. 
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/Rapat 
Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ BimbinganTeknis / Workshop/ 
RapatKerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokaka:rya/ Focus Group 
Disc1�1sio�/Ktlllj1�Lnga� Kerja (�tudy Bandingjmemerlukan tambahan 
panitia yang berasal dari non pegawai ASN harus dilakukan secara 
selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran 
honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota 
panitia. 
Jumlah Panitia vane danat diberikan honorarium maksimal lOo/o 

..., � � 

(Sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan 
efesiensi dan efektifitas. 
Honorarium Panitia diberikan perbulan hanya selama kegiatan 
berlangsung. 



HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

2.soo.000,- I  OB 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( RPI 

1 2 3 4 5 
HONORARIUM PEGAWAI 

14 PEMERINTAH DENGAN 
PERJANJIAN KERJA 

14 .1  SLTA OB 2.100.000,- 
14.2 Sarjana Muda OB 2.400.000,- 
14.3 Sariana (-)� 2 . t:> Q Q . Q O O ; -  

Penjelasan : 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak tetap Pemerintah yang 
ditunjuk untuk melakukan Pekerjaan tertentu yang diangkat berdasarkan 
surat keputusan pejabat yang berwenang. 

SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH 

NO URAIAN SATUA,,� 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 
SATUAN BIAYA OPERASIONAL 

15 PENYULUH WILAYAH OB 500.000,- 
KABUPATEN MAROS 

Penjelasan : 

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan 
untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para 
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Penyuluh uaiam rangka 
mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada U ndang­ 
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan. 

HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, SATPAM DAN 
PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR. 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

__ l�. �- . ---·· ·-·---·--·· -----·-··-·--·---- 2 --- ... _,,, .. , ......... _,, ____ �.  �·-· .  ···"·'··•••••-· ·v.- 3. �--•-·-•·•�-- .. ·--- . -- 4 ................ - ... ---··· __ 5,,. ___ 
···- . HONORARIUM PENGEMODr,····-- - -··-·-·· ······- ··- " 

"' ....... - . . . .  

16 
PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN 
PETUGAS KEBERSIHAN 
KANTOR 

1 .&: 1 
Honorarium Pengemudi/ 

.a.:u • .L 

Sopir 

a. 
Sopir Bupati / Orang/ 1.500.000,- 
Setingkat Bulan 

b. Sopir W akil Bupati 
Orang/ 1.200.000,- 
Bulan 



c. Sopir Sekda / Setingkat Orang/ 1.000.000,- 
Bulan 

d. Sopir Kepala SKPD Orang/ 1.000.000,- 
Bulan 

e. Sopir Kendaraan Orang/ 1.000.000,- Operasional Bulan 

16.2 
Honorarium Pengemudi/ 
Sopir Perwakilan Jakarta 

A Sopir Bupati/ Setingkat Orang/ 1.000.000,- 
Bulan 

T"\ Sbplli Vvfil<ll BliJ:iatl 
Orang/ 

D Bulan 950.000,- 

c 
Sopir Kendaraan Orang/ 900.000,- 
Operasional Bulan 

16.3 
Honorarium Pramubakti/ 
Pramusaji 

A Pramubhakti/ Orang/ 800.000,- Pramusaji Bupati Bulan 

B Pramubhakti/P Orang/ 800.000,- ramusaji W aki1 Bupati Bulan 

"'"' 
Pramubhakti/ Orang/ C'):l""'I'.,.... :r"l:f'l:r"I: 

\..., 

Pramusaji Sekda Bulan 
ouu.vvv,- 

D Pramubhakti/ Orang/ 800.000,- 
Pramusaji Pasien Bulan 
RSUD / Puskesmas 

E Pramubhakti/ Orang/ 500.000,- 
Pramusaji DPRD Bulan 

16.4 
Honorarium Petugas 
Kebersihan Kantor 

A Petugas Kebersihan Orang/ 500.000,- Kantor Bulan 
B Petugas Kebersihan Orang/ 1.000.000,- 

Kantor (RSUD & Bulan 
Puskesmas) 

c 
Petugas Laundry Orang/ 1.000.000,- (RSUD) Bulan 

Penjelasan : 

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/ pramusaji, satpam atau 
petugas kebersihan diperuntukkan bagi Pegawai ASN dan non pegawai 
yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, 
pramubakti/pramusaji, satpam atau petugas kebersihan berdasarkan 
surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja. 
a. Untuk pengemudi, Pramubakti/ Pramusaji satpam atau petugas 

kebersihan yang melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan, dapat 
ditambah paling banyak E;o/� [lima belas pcrsen] dari satuan biaya, 
besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. 

b .  Khusus Untuk Pramubakti/Pramusaji DPRD maksimal 6 (enam) orang. 
c. Khusus untuk Non Pegawai, dalam satu tahun anggaran, dapat 

dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai 
tunjangan hari keagamaan. 



d. Dalam. rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar 
iuran/premijaminan sosial, maka atas honorarium satpam., pengemudi, 
petugas kebersihan, dan pram.ubakti. stauan biaya/upah minimum 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditam.bahkan iuran/premi 
jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. 

HONORARIUM ROHANIWAN 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 f Rol 

1 2 3 4 5 

17 HONORARIUM ROHANIWAN OK 400.000,- 

Penjelasan: 

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh 
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan 
sumpah jabatan. Pembaca do'a pada acara pengam.bilan sumpah jabatan 
termasuk dalam. kategori ini. Honorarium sudah termasuk transpor bagi 
rohaniwan. 

HONORARIUM AJUDAN 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

18 HONORARIUM AJUDAN Orang/ Bulan 1.000.000,- 

Penjelasan : 

Honoraium ajudan diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan kegiatan pengawalan (ajudan). Honorarium diberikan per 
bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan din.as dalam wilayah 
Kabupaten Maros. 

HONORARIUM PROTOKOL 

. .....  ,..,  .  <Joo, 
I .._ ,._, , ....,  Sekretaris Daerah 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Ro) 

1 2 3 4 5 

19 HONORARIUM PROTOKOL 

1 8 . 1  
Honorarium Protokol 

Orang/ Bulan 800.000,- 
Bupati 

18.2 
Honorarium Protokol W akil 

Orang/ Bulan 800.000,- 
Bupati 

l Q  ".l  
Honorarium Protokol 

rlr<.>..-.,... I '1  ..  1'3 7�() () 
- 



Penjelasan : 

Honorarium protokol diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan kegiatan keprotokoleran. Honorarium diberikan per bulan 
dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten 
Maros. 

HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA 

URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

2017 ( Rp) 
1 2 3 4 5 

20 
HONORARIUM PEGAWAI 

PERWAKILAN JAKARTA 

20.1  
Koordinator Kantor 

Orang/ Bulan 1.750.000,- 
Perwakilan Jakarta 

Penjelasan : 

Honorarium diberikan kepada pegawai ASN yang diberi tugas sebagai 
Koordinator pada Kantor perwakilan Jakarta. 

HONORARIUM TENAGA AHLI 

BIAYATA 

2017 ( Rp) 
SATUAN URAIAN 

1 2 3 4 5 

21 HONORARIUM TENAGA AHLI 

2 1 . 1  Konsultan Hukum Orang/ 2.500.000,- 
Bulan 

!nst.,..n..iktpr/pel�t1�/ 
Orang/ 21 .2  Penguji/ Juri 

Kegiatan 
1.000.000,- 

Penjelasan : 

Honorarium Tenaga Ahli Konsultan dan instrnktur/pelatih/Penguji/Juri 
adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli konsultan dan 
Instruktur/ pelatih/ Penguji/ Juri yang digunakan jasanya dalam 
pelaksanaan kegiatan. Honorarium Konsultan Hukum diberikan per bulan 
dan Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Penauiir Juri diberikan ner keziatan 

• • � o.l .  .&.  �  

berdasarkan Volume kegiatan. Khusus untuk Instruktur/ Pelatih Paskibra 
dapat diberikan Tambahan Biaya Transportasi Sebesar Rp. 1.000.000,­ 
( satu juta Rupiah). 

HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM STAF BUPATI, 
Oran ,.. I 

22 WAKIL BUPATI, SEKDA, 
. .  .A.�f:, 800.000,- 

ASISTEN 
bulan 



Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai yang ditugaskan 
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, 
pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan. 

HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR/CARAKA 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM STAF 
23 PENGELOLA KEUANGAN/ Orang/ bulan 300.000,- 

OPERATOR/CARAKA 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/ Non pegawai yang ditugaskan 
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan 
keuangan, operator dan caraka (pengantar Surat). 
Catatan: 
a. untuk jumlah staf t>engeiola Keuangan dan operator pada maaing­ 

masing SKPD menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing SKPD. 
b. Untuk Caraka (Pengantar Surat) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros 

paling banyak 3 (tiga) orang dan SKPD lainnya 1 (satu) Orang. 

HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

24 
HuNORARiUM 

Orang/bulan 2.000.000,- 
PENGAMANAN/SECURITY 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai lingkup pemkab 
maros yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area 
tertentu secara berkelanjutan. 

HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

25 
HONORARIUM/JASA PETUGAS 
PASAR 

25 .1 .  Kepala Pasar Orang/ bulan 500.000,- 
25.2 Pengawas Pasar Orang/bulan 500.000,- 

25.3. Penagih retribusi Pasar Orang/bulan 250.000,- 
(kolektor) 



Penjelasan : 
Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai lingkup pemkab 
maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas - tugas kepala Pasar, 
Pengawas Pasar dan Penagih retsribusi Pasar (kolektor) dalam wilayah 
Kabupaten Maros. 

HONORARIUM OPERATOR IPAL DAN INSENERATOR/TEKNISI 
NO URAIAN SATUAN BIAYATA KET 2017 ( Rp) 

- - 1 2 3 4 5 

26 HONORARIUM OPERATOR IPAL 
Orang/ bulan 1.000.000,- DAN INSENERATOR/TEKNISI 

Penjelasan : 
Honorarium yang diberikan kepada pegawai/ Non pegawai lingkup pemkab 
maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas - tugas Operator IPAL 
dan Insenerator/Teknisi pada RSUD Salewangan Maros. 

HONORARIUM PENGELOLA PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD). 

4 

850.000,- 

BIAYA TA I KSET I 2017 ( Rp) . . 
3 

SATUAN 
Orang/bulan 

2 

URAIAN 
HONORARIUM PENGELOLA 

27 UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) 
Penjelasan 
Honorarium yang diberikan kepada pegawai/ Non pegawai lingkup pemkab 
maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas - tugas pada Unit 
Transfusi Darah (UTD) pada RSUD Salewangan Maros. 

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD 
BIAYATA 2017 ( Rp) 

SATUAN URAIAN 
1 2 3 4 5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM 28 PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD 

28.1 Honorarium Tim Pelaksana Keuatan 
1 Pengarah Orang/ Bulan 1.500.000,- 



2 Penanggung Jawab I Orang/Bulan I 1.250.000,- !  
3 Ketua Orang/ Bulan 1.000.000,- 
4 Sekretaris Orang/ Bulan 900.000,- 
5 Anggota Orang/ Bulan 750.000,- 
Honorarium Sekretariat 

28.2 Tim Pe!aksana Kesd.atan 
a Ketua Oranrt./ Bulan 600.000,- 
b Anggota Orang/ Bulan 500.000,- 
Honoraium Tim 

28.3 Penyusun Laporan 
Kett'=-=-iilin;itt SKPD 

a Penanggung Jawab Orang/ Bulan 500.000,- 
b Ketua Orang/ Bulan 450.000,- 
c Sekretaris Orang/ Bulan 400.000,- 
d Anggota Orang/ Bulan 350.000,- 

Penjelasan : 

28.1 .  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan_ dapat diberikan kepada Pegawai 
ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, 
termasuk Tim Tindak Lanjut, TPfGR dan Tim Pemantau Tindak 
Lanjut. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan perbulan 
hanya selama kegiatan berlangsung. 
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: 
a. Mempunyai keluaran (output) jelas dari terukur; 
b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut 

sertakan SKPD lainnya; 
c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; 
d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari­ 
hari; dan 

e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien. 
Catatan: 
Khusus Tim TPfGR, BNK dan tim Pelaksana Kegiatan lainnya 
susunan T:i.rti Pelaksana kegiatan disesuaikaii dengan kebutuhan 
dan/ atau menurut ketentuan lain. 

28.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas 
untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk 
menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekrctariat tim 
pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim pelaksana kegiatan hanya 
dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

28.3 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD adalah 
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas 
melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Honorarium 
diberikan perbulan hanya selama Penyusunan Laporan berlangsung. 

Catatan: 
L Dalam hAl tjTn telah terbentuk selama 3 (tiga) tah.un berturut-turut, 

Satuan kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi 
dan efek:tifi.tas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas 
dan fungsi suatu organisasi. 



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan 
Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efesiensi 
anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian 
honorarium tim pelaksana kegiatan. 

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ 
PENGELOLA WEBSITE 

"-tVV,VVV,- I  I  v J. all�/ D UJ.all I C, W C U  LJCVCJ.U_lJCJ. 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA KET 
2017 f Rp) 

i 2 3 4 5 

HONORARIUM TIM 

29 
PENYUSUNAN BULETIN/ 
MAJALAH/PENGELOLA 
WEBSITE 

Honorarium Tim 
29.1 Penyusun Buletin/ 

Ma,_jalah 
a. Penanggung Jawab Oter 400.000,- 

b. Redaktur Oter 300.000,- 
c. Penyunting/ Editor Oter 250.000,- 
d. Desain Grafis Oter 150.000,- 
e. Fotografer Oter 150.000,- 
f. Sekretariat Oter 150.000�- 
g, PP.rnh11At Artiln�l HAlATTH�TI 100,000.-  

.  .  .  
--:- --:: - · - - - ,  

29.2 
Honorarium Tim 
Pengelola Website 
a. Penanggung Jawab Orang/ Bulan 600.000,- 
b. Web Admin Orang/ Bulan 500.000,- 
-. 

"1"17.:.....:W r..::.-,.....;.:...:1-_:-...;,_:.._:..,.;. a'"'"',r:  ..  · � - � � - -  , � -  · 1 · · � ·  A-"'n nnn 

Penjelasan : 

29.1. Honorarium tim .penyusunan buletin/ majalah 
"f--1"� � � ':...,:�� ....... _.,,:;,,t ....:..i.r...-..: k,,&:. � � .- .;,-;. � H -. -:. ...,...i.  :i...::.� "F>..;i-..l:..-.;.........£.....-,1. I 1\1£:.-..:.J:�1�w ;..,1 lo-:.�:..<... :..:t..!t.:._..:._Wl ..... ....;..:..-.:. 
J.-lVIlVJ.cl.LJ.UJ.ll LLU.l pcuy U,:jUJ..Lcl.LJ. YUJ.CLlll/ lVldjcl.lcl.LJ. uctpctL UJ.UCJ..ll\.cl.LJ. 

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk 
menyusun dan menerbitkan buletin/ Majalah berdasarkan surat 
keputusan pejabat yang berwenang. 
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan 
.;, .. � ...... 1.;�+,.;1.,.... "*" ...... �r1,.,....,rr...,,....-,; +�'"nri+r"Jri-r1,FY' +.ni.T'I:..;}.,.. nl.ri-., ..... 1 ,::rnnn- ..,....,.r'I+, .. + ,:i..;1,....z.:::.+nh,,.: 

jt..&...1..1...LGU....L��, _pcu...a.'-LGLLl..f:,GLLI.. LV.1....1.-l.GI.J....l.f, .l..VJ:-'.LI.."J,.. c..u."\..LU..GU.. J CLL  fS  .t,,'Gl.l..U..l.. .U..LL�VLGLl..J.\....LL. 

pembaca. 
Buletin adalah Media Cetak berupa selebaran atau majalah berisi 
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara 
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi 
tertentu, 

29.2. Honorarium tim pengelola website 
Honorarium tim pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, 
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website 
y�ng dimaksud disini adalah y<'ITlg dikelola oleh unit/ SKPD 
Pengelola Website Kabupaten Maros. 



HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 

NO 

1 

URAIAN 

2 

VAKASI DAN HONORARIUM 

PENYELENGGARA UJIAN 

30.1 Vakasi 

A Pendidikan Dasar 

Pemeriksaan Hasil Ujian 

B Pendidikan Menengah 

Pemeriksaan Hasil Ujian 

C Pendidikan Tinzzi 

1 '  Diplo�Et I/II/III/IV 
dan Strata I (Sl) 
a. Pemeriksaan Hasil 

Ujian 
b. Penguji Tugas 

Alrh:jr/ �lrrip�l 

2. Strata 2 (S2) 
a. Pemeriksaan Hasil 

Ujian 

b. Penguji Tesis 

3. Strata 3 (S3) 
a. Pemeriksaan Hasil 

Uiian 

b. Penguji Disetasi 

Honorarium 
30.2 l rn Penve enuara UJ an 

A Pendidikan Dasar 
I). Penyusunan/ 

pembuatan bahan 
Ujian 

2). Pengawas Ujian 
B Pendidikan Menengah 

1). Penyusunan/ 
pembuatan bahan 
Ujian 

2). Pengawas Ujian 
C Pendidikan Tinggi 

1.  Diploma I/11/111/IV 
dan Strata I (Sl) 

a. Penyusunan/ 
pembuatan bahan 
Uiian 

b. Penzawas Ujian 

SATUAN 

3 

Siswa/ 
Mata Ujian 

Siswa/ 
Mata Ujian 

Mahasiswa/ 
Mata Ujian 

Orang/ 
Mahasiswa 

Mahasiswa/ 
Mata Ujian 

Orang/ 

Mahasiswa/ 
Mata Uiian 

Orang/ 

Siswa/ 
Mata Ujian 

OH 

Siswa/ 
Mata Ujian 

OH 

Naskah/ 
Mata Kulian 

OH 

BIAYATA 

2017 ( Rp) 
4 

5.000,- 

7.500,- 

10.000,- 

150.000,- 

15.000,- 

0�() ()()() - 
-'-1'-J_'\J •-'IJ�-�, 

20.000,- 

350.000,- 

150.000,- 

200.000,- 

150.000,- 

270.000,- 

250.000,- 

250.000,- 

KET 

5 



2. Strata 2 (82) 

a. Penyusunan/ 
Naskah/ 

pembuatan bahan 
Mata Ku1ian 

250.000,- 
Ujian 

b. Pengawas Ujian OH 300.000,- 

�. S�:�� � (��) 
a. Penyusunan/ 

Naskah/ 
pembuatan bahan 250.000,- 
Ujian 

Mata Ku1ian 

b. Pengawas Ujian OH 300.000,- 

Penjelasan : 

30.1. Vakasi 
Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas 
nj1�n pacl� pendidikan tingkat il��u:ff ��n menengah il�n tinggi, 
Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan 
untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian 
lokal. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, vakasi dapat diberikan 
untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan 
ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulias maupun 
praktek. 

30.2. Honorarium Penyelenggaran Ujian 
Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi 
penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat 
dasar dan menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah 
termasuk uang transpor. 
Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian 
bagi guru/ dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/ dosen 
dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan 
sesuai peraturan yang berlaku. 

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN (DIKLAT). 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

T7"r.'\""" 

2017 ( Rp) 
.n..c, I. 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM 

31 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
(DIKLAT) 

3 1 . 1  Penceramah OJP 1.000.000,- 

3 1 . 2  
Pengajar yang berasal dari 

OJP 300.000,- 
luar Satker Penvelenggara 

Penuaiar vane berasal dari 
(-" .., .J '--" 

31 .3  dalam Satker OJP 200.000,- 

Penvelengaara 



SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

SATUAN BiAYA UANG MAKA.ii 

32 PEGAWAI APARATUR SIPIL Orang/Harl 10.000,- 
NEGARA 

Penjelasan: 

Satuan uang makan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya 
uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak 
penghasilan. 

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 

"' 3 4 6 ,L � 

33 
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR 
DAN UANG MAKAN LEMBUR 
33.1 Uang Lembur Pegawai 

a Golongan I Orang/ 10.000,- y -  ,_ .. 

,Jalll 

b Golongan II Orang/ 13.000,- 
Jam 

c Golongan III Orang/ 
Jam 17.000,- 

d Golongan IV Orangj 20.000,- 
Jam 

33.2 
Uang Makan Lembur 

Orang/Harl 10.000,- 
Peowai 

Penjelasan : 

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang 
telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah. 
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja 
lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat Yang berwenang, 
Pcmberian uang lembur clan uang makan lembur harus memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan 

besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur 
sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling 
banyak 1 (satu) kali perhari, 

b .  Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 
(empat belas) jam dalam seminggu. 

Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV 
sudah memperhitungkan pajak penghasilan. 

/ 



Penjelasan : 

3 1 . 1 .  Penceramah 

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat 
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan 
pcngctahuan dan/ atau �hlli...;illg experience scsuai dcngan 
keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan 
pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Berasal dari luar lingkup unit penyelenggara; 
b. Berasal dari lingkup SKPD Penyelenggara sepanjang peserta 

Y"'nlT TYl P T'll � � r1 �  C' r.."I C, r.J -rr.Ji -n  ,,+....,-mq keziatan berasal dari 1 ... ,..-::.-r 1�T"'tn-1,,-,,,"' 
LL.I.. 5 �'-'..L..1..J<..A..'-A...L �LL\...Jl'Lt...&.L,l...L..L 'lA.."-(....t..l...L.LLL ...L'!tr....'-'6-U .. .A.1.. "'-I."'-,,..&......_ c....L&. � ..I..  ..1..L&..4'..AJ.. .L..1.L.L&,..1.-'�-'-&._t' 

SKPD penyelenggara/ masyarakat ; dan 
c. Khusus untuk Pegawai Aparatur sipil Negara, honorarium 

tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang 
materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon III keatas/ setara; 

3 1 .  2. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara 

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari 
luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar 
tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara; 

31 .3 .  Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara 

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari 
dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun 
pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas 
kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah 
minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. 
Catatan: 
1 .  Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan 

penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima)menit. 
2 . Dalam hal diperlukan, kepanitian penyelenggaraan diklat 

dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

a. Kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahan. 
d1klat, evaluator, dan fasllitato1· kctti.Juligan seI"ta lihl-lia.I fa!I-i 

yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik; 
b. Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang 

bersangkutan; 
c. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

w. �C.a..i�liija., 
d. Besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium 

panitia sebagaimana dimkausd dalam lampiran I angka 1 1 . 4 ;  

dan 
e. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 

1.L()O,/.v- (seouluh persen) dari �n..-.,1<"31, neserta denzan - \ "'-".t-'�\..,L,L.L V.&.'J'J..,;.LLJ � ..&.. J'l.A..�c..A..L..I.. _t-'..._. '-"" l..'l.A. '-A.'-' 6,(.....,L,,L.L 

mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas. 



SATUAN BIAVA UANG SAKU RA.PAT DI DALAM KANTOR (NON PEGAWAI ASN) 

4 

BIAVA TA I KE5T I 2017 ( Rp) . . 
3 

SATUAN 
2 

URAIAN 
SATUAN BIAVA UANG SAKU 34 RAPAT DI DALAM KANTOR Orang/Kali 50.000,- (NON PNS) 

Penjelasan : 
Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang 
yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor 
sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di 
luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday). Uang saku rapat di dalam 
kantor dibayarkan sepanjang rapat d:i.dalam kantor memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. diberikan kepada peserta rapat non Pegawai ASN 
b. dilaksanakan minimal 5 (lima) jam diluar jam kerja pada hari kerja; 

Catatan: 
Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi 
rapat. 

SATUAN BIAVA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR 
i<AN'foR 

NO URAIAN SA TUAN BIAVA TA KET 2017 ( Rp) 1 2 3 4 5 SATUAN BIAVA 35 RA.PAT /PERTEMUAN DILUAR KANTOR Pak.et Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar 
35.1 Kantor Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pe_fabat Eselon II 

a Half day OP 200.000,- 
b Fullday OP 350.000,- 
c Fullboard OP 1.000.000,- 

Pak.et Kegiatan 
35.2 

Rapat/Pertemuan di Luar Kaia.tor Pejabat Eselon III ke Bawah 
a Half day OP 150.000,- 
b Fullday OP 200.000,- 
e F1'Hlh0am ()p 4QQ.0(.)Q,- 



1uu.Ouu,- 1  UH 
c ., I 

dalam kota 

Uang Harian Kegiatan 
35.3 Rapat/ Percemuan diluar 

Kantor 
a Fullboard di Luar Kota OH 150.000,- 
b Fullboard di dalam kota OH 100.000,- 

Fulldav Halfdav di · ,..; .:. .:.  .: · ......:: �  - � · � · -!  

Penjelasan : 

35 .1  Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor. 

Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/ Pertemuan di luar kantor 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 
kebutuhan biaya kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan 
diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu 
dilakukan secara intensif Kegiatan rapat/ pertemuan diluar kantor 
dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan 
koordinasi dengan unit/ Instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri 
perserta dari Eselon II lainnya/ masyarakat. 
Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemaun diluar kantor menurut 
peserta kegiatan terbagi dalam j (tiga) jenis : 

a. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor pejabat (bupati) adalah 
kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 
Bupati/Wakil Bupati. 

u. Kegiafaii Rapat/ Pei-Ieiiiiiaii uifuai kaiifor pejauaI Eseloii n yang 
dihadiri paling sedikit dihadiri 1 (satu) orang Pejabat Eselon II .  

c. Kegiatan Rapat/ Pertemuan diluar kantor pejabat Eselon III yang 
dihadiri paling sedikit 1 ( satu) orang pejabat Eselon III. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor menurut 
lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga jenis : 
a. Paket Fullboard 

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan 
rapat yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan 
bermalam/ menginap. 

b. Paket Fullday 
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat 
yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa 
menginap. 

c. Paket Halfday 
Satu.an biaya paket haifday disediakan unruk paket kegiatan rapat 
yang diselenggarakan diluar kantor selama setengah hari minimal 
5 (lima) jam. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan/ dan sejenisnya di luar 
kantor rnerupiiki:ili siittiali biayii yruig dlg-"'uhiikilll tihtuk peielicilllaali 
kebutuhan biaya kegiatan rapat/ pertemuan/ dan sejenisnya yang 
diselenggarakan di luar kantor. 



Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan/ dan sejenisnya di luar 
kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:  
a. Paket Halfday 

Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk kegiatan 
rapat/ pertemuan/ dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor 
selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya 
mencakup minuman selamat datang, makan i (satu) kali, relrat 
kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk 
screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound 
system, mikrophon, air mineral, dan permen); 

b. Paket Fullday 
Satuan biaya paket Fullday cnseuiaxan untuk kegiatan 
rapat/ pertemuan/ dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor 
minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket 
mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat 
kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen 
}):toJectcfr, podl,ffi,, mp chilli:, whlte boalu, stahda.1-a sou.rid system, 
mikrophon, air mineral, dan permen); 

c. Paket Fullboard 
Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan 
rapat/ pertemuan/ dan sejenisnya yang selenggarakan di luar 
kantor schari pcnuh dan bcrm.alam./ mcnginap. Kom.ponc:n pakct 
mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, 
makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang 
pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, 
flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, arr 

Akomodasi paket Fullboard diatur sebagai berikut : 
a. Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; 
b. Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) 

orang. 

c: n!Cll!'!Tn ranglrn PfPQiPTIQi anggaran 11nti1� kegiatan rapat, PA/KPA 

agar melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor (fullboard, 
fullday, dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan 
penggunaan fasilitas milik Negara/ Daerah. 

35.2 Uang harian kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor 
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor merupakan 
satuan biaya digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan 
Fullboard diluar kota, kegiatan Fullboard dan kegiatan 
Fullday/ Halfday didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan 
�pat/ pertemuan yang diselenggaran diluar kantor. 
Catatan: 
Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung 
jawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang 
memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu 
pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang 
harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 
(satu) hari sebelum · dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan 
kegiatan. 



SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS 

NO URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

96 
SATUAN BIAYA PENGADAAN 

PAKAIAN DINAS 

Pakaian Dinas Pejabat 

36.1  
Negara, Anggota DPRD, 
dan Pegawai Negeri, 
meliputi : 

a Peiabat Negara 

- PDU dan PSL OPs 7.500.000,- 

- PSR OPs 5.000.000,- 

- PSH OPs 5.000.000,- 

- PAH OPs %.QQQ.(.)QQ,- 

b 
Sekda, Pimpinan DPRD 
dan anggota DPRD 

- PSL OPs 2.000.000,- 

- PSR OPs 1.850.000,- 

- PSH 
� T"i" · · ·  

1.650.000,- V.t'S 

- PDH OPs 1.500.000,- 

c Eselon 11.b 
- PSL OPs 1.250.000,- 

- PSR OPs 1.000.000,- 

- PSH OPs 1.000.000,- 

- PDH OPs 450.000,- 

d Eselon III 

- PDU dan PSL OPs 1.000.000,- 

- PSR nP-<l 800.000,- .""--".' ... � 

- PSH OPs 800.000,- 

- PDH OPs 450.000,- 

e Eselon IV 

- PSH OPs 500.000,- 
- ·- 

450.000,- - Pt)H OPs 
d Staf 

- PDH OPs 450.000,- 

36.2 Pakaian Kerja Dokter Orang../ Stell 600.000,- 

l""\ C  I""\  
Pakaian Dinas 

Otangi Stell 450.000,- 0U,0 

Pegawai/ Perawat 

36.4 
Pakaian Seragam 

Orang/ Stell 400.000,- 
Mahasiswa/Taruna 
Pakaian Kerja 

36.5 Pengemudi/ Petugas Orang/ Stell 350.000,- 

Kebereihanf Prarii.ubakti 
36.6 Pakaian Kerja Satpam Cnxaig] Stell 900.000,- 

36.7 Pakaian KORPRI/Batik Orang/ Stell 350.000,- 

36.8 Pakaian Olah Raga Orang/ Stell 200.000,- 

36:9 Sepatu 

a Sepatu Kerja OPs 250.000,- 

b Sepatu Olah Raga OPs 150.000,- 



Penjelasan : 

a. Satuan biaya pakaian dinas pejabat negara, anggota DPRD, dan pegawai 
negeri sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan 
kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan 
pegawai negeri sipil. 

b. Satuan biaya pakaian dinas do:kter dan perawat diperuntukkan bagi 
dokter dan perawat dan penyediaannya secara selektif Pakaian dinas 
dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu 
pasang pakaian untuk perawat per tahun. 

c. Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh 
yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati. Pakaian 
sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun. 

d. Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, 
kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security 
dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling ban yak 2 

( a ua) pasaii.g pei- iii.Ii iiii.. 

HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK 
PEMKAB MAROS 

BIAYA TA I ...,"" ..... I .... A ...... U ,.  ... 
I V  u  0  .I  Al'I 

2017 ( Rp) 
n.r.. .I 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM/TUNJANGAN 
37 PERSONIL LPP RADIO DAN/ TV 

MILIK PEMKAB MAROS 

37 .1  Badan Pengawas OB 750.000,- 

37.2 Direktur OB 1.500.000,- 

37.3 Koordinator Bidang OB 550.000,- 

37.4 Penyiar OB 500.000,- 

I  N,,. I 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada Personil yang diangkat berdasarkan 
surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada LPP Radio 
tusn] T\1 Milik pemkab Mares. 

HONORARIUM PELAKSANA PEMELIHARAAN 
PERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR LAJNNYA 

MESIN DAN 

so URAIAN SA TUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM PELAKSANA 

38 
PEMELIHARAAN MESIN DAN OB 500.000,- 
PERLENGKAPAN/PERALATAN 
KANTOR LAINNYA 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada Personil yang ditunjuk berdasarkan 
surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk 
melaksanakan Pemeliharaan Mesin dan Perlengkapan/ Peralatan kantor 
lainnya. 



HONORARIUM/JASA PETUGAS KEBERSIHAN, LAMPU JALAN, 
PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TPU DAN PEMADAM 
KEBAKARAN/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA. 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM/JASA PETUGAS 
KEBERSIHAN, LAMPU JALAN, 
PENGELOLA LABORATORIUM 

DAN LAMPU JALAN, 
39 PENGELOLA LABORATORIUM 

DAN PENGELOLA TPU, 
PEMADAM KEBAKARAN/ 
RELAWANPENANGGULANGAN 
BEN CANA 

39.1  Petugas Kebersihan 
Lingkungan 
a Pengawas OB 750.000,- 
b Koordinator OB 750.000,- 
c Sopir OB 800.000,- 

d Buruh/ Petugas OB 1.000.000,- 
Kebersihan Lingkungan 

39.2 Petugas Lampu Median 
Jalan 
H P�Tl gEt.WElS OB 7qQ,OOO,- 

b Teknisi Lampu OB 1.000.000,- 
c Helper OB 500.000,- 

39.3 Petugas Pengelola 
Laboratorium 

a 
Pengai.ah/Penanggtthg 

OB 700.000,- 
Jawab 

b Ketua OB 600.000,- 
c Analis OB 500.000,- 
d Pengambil Sampel OB 500.000,- 

39.4 t'engelola 't'empat 
Pemakaman Umum ( TPU ) 

a Sopir/ Karnek OB 500.000,- 
Ambulance 

b Petugas TPU OB 500.000,- 
39.5 Koordinator Lapangan OB 750.000,- 

Pemadam Kebakaran/ 
39.6 Relawan Penanggulangan OB 500.000,- 

Bencana 

Penjelasan : 

39 .1  Honorarium/ Jasa Petugas Kebersihan Lingkungan 
Honorarium/ Jasa yang diberikan kepada Personil/ Petugas Kebersihan 
Lingkungan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang 
berweriang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pembersihan 

Lingkungan. 



39.2 Honorarium Petugas Lampu Median Jalan 
Honorarium/ Jasa yang diberikan kepada Personil/ Petugas Lampu 
Median Jal.an yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat 
yang berweriang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan 
Lampu Median Jalan. 

39 .3 Honorarium Petugas Pengelola Laboratorium 
Honorarium/ Jasa yang diberikan kepada Personil/ Petugas Pengelola 
Laboratorium yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat 
yang berwcriang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan 
Laboratorium Lingkungan Hidup. 

39.4Honorarium/Jasa Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) 
Honorarium/ Jasa yang diberikan kepada Personil/ Petugas Pengelola 
Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan surat 
keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk 
melaksanakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). 

39.5 Honorarium Koordinator Lapangan. 
Honorarium/ Jasa yang diberikan kepada Koordinator Lapangan yang 
diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berweriang dan 
diberi tugas untuk melaksanakan Koordinasi, pembinaan dan 
pemantauan secara berkala atas kegiatan kebersihan lingkungan, 
Pengelolaan Lampu Median Jalan, Pengelolaan Laboratorium dan 
Pengelolaan ;l'empat Pemakaman Umum (fPU). 

39.6.Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran/Relawan 
Penanggulangan Bencana 
Honorarium/ Jasa Petugas Pemadam Kebakaran/ Relawan 
Perianggulangan rsencana yang diangkat berdasarkan surat 
keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas 
Pemadam kebakaran/ Relawan Penanggulangan bencana. 

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH. 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYATA 

KET 
2017 ( Rp) 

1 2 3 4 5 

HONORARIUM TIM 

40 PENYUSUNAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH 

40.1  Penanggungjawab Orang/ 1 .500.000,- 
Keziatan 

Pembina 
Orang/ 

40.2 -  .  .  -  -  Ke zia tan 1 .500 .000,- 

40 .3 Ketua Orang/ 1 .000 .000,- 
Kegiatan 

40 .4 Sekretaris Orang/ 900.000,- 
Kegiatan 

40.5 Anggota 
Orang/ 750.000,- 

Keziatan 



Penjelasan : 

Honorarium yang diberi.kan kepada Tim Penyusun Rancangan Perda, 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Susunan 
Keanggotaan Tim terdiri d ari :  Penanggung jawab adalah kepala Daerah, 
Pembina adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala SKPD 
Pemrakarsa Penyusunan Ranperda, Sekretarls adalah Kepala Bagian 
Hukum dan Anggota adalah SKPD terkait, Susunan Keanggotaan tim 

dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan. 

HONORPENGAWASBANGUNAN 

NO URAIAN SATUAN BIAYATA KET 2017 ( Rp) 
1 2 3 4 5 

A 'I  
HONORARIUM PENGAWAS 

'T.&. BANGUNAN 
NILAI TOTAL ANGGARAN 41.l PENGADAAN S/D 1 MILYAR 
a. Pengawas Gedung 

- W-ilavah K�ea-matan- 
-� -· .J · · - · ""  -  -- . . .  ··-····- . . .  -  ..•.... 

Turikale, Lau, Maros 
Baru, Mandai, Marusu, 

OP 350.000,- Moncongloe, Tanralili, 
Bantimurung, Sim.bang 
dan Bontoa 

- Wilayah Kecamatan 
Tompobulu, Cenrana, OP 550.000,- Camba dan Mallawa 

b. Penzawas Non Ged ung 
- Wilayah Kecamatan 

Turikale, Lau, Maros 
Baru, Mandai, Marusu, OP 450.000,- Moncongloe, Tanralili, 
Bantimurung, Sim.bang 
dan Bontoa 

- Wilayah Kecamatan 
Tompobulu, Cenrana, OP 550.000,- 

Camba dan Mallawa 
NILA! TOTAL ANGGARAN 

41;2 P�lfG�T\A,_Al\f PI AT4S 

1 MILYAR 
a. Pengawas Ged ung 

- Wilayah Kecamatan 
Turikale, Lau, Maros 
Dai ii, Mandai, Mat i.isti, OP 450.000,- 
Moncongloe, Tanralili, 
Bantimurung, Sim.bang 
dan Bontoa 

- Wilayah Kecamatan 
Tompobttlu, Cenrana, OP 550.000,- 

Camba dan Mallawa 



b. Perizawas Non Gedung 
- 

- Wilayah Kecamatan 
Turi.kale, Lau, Maros 
Baru, Mandai, Marusu, 

OP 550.000,- 
Moncongloe, Tanralili, 
Ran-ti-mun1ng. S:i-mh:mg 
--- - -� -J...-� ·--·- A +  _ _  oi ,.,_ ,•-•"---' •;-:: "- 

dan Bontoa 
- Wilayah Kecamatan 

Tompobulu, Cenrana, OP 650.000,- 
Camba dan Mallawa 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatus Sipil Negara yang 
melaksanakan tugas sebagai pengawas bangunan Ged ung Mau pun sebagai 
pengawas Bangunan Non Gedung. Honorarium diberikan per Paket. 

HONOR PERENCANA/PENGAWAS BANGUNAN NON PEGAWAI NEGERI 

- "AN I BIAYA TA I K ....... 
l'IU u«AIAN SA1u 2017 { Rp) l!i l  

1  2  3  4 5  

42 HONORARIUM PERENCANA / 
PENGAWAS BANGUNAN NON PNS 

NIT; A '  '1'Q'1' A ' ;  �-.Gr.A 'D A N  42 1 ................ .. .............  .  u  ............. 

. PENGADAAN S/D 1 MILYAR 
a. Perencana/Pena:awas Gedung 

- Wilayah Kecamatan 
Turikale, Lau, Maros Baru, 
Malidfil, Maliisti, 

OP 900.000,- 
Moncongloe, Tanralili, 
Bantimurung, Sim.bangdan 
Bontoa 

- Wilayah Kecamatan 
Tollipobtilti, Cehfiina, or. 1.000.000,- r 

Camba dan Mallawa 

b Perencana/Pengawas Non 
0Gedung 

- Wilayah Kecamatan 
Turikale, Lau, Maros Baru, 
Mandai, Marusu, 

OP 900.000,- 
Moncongloe, Tanralili, 
Bantimurung, Sim.bangdan 
Bontoa 

- Wilayah Kecamatan 
Tompobulu, Cenrana, OP 1.000.000,- 

Camba dan Mallawa 

1 ....... 1 

-, 

-' •. , 



!42.2 NILAI TOTAL ANGGARAN 
PENGADAAN DI ATAS lMILYAR 
a. Perencana/Pengawas Gedung 

- Wilayah Kecamatan 
Turikale, Lau, Maros Baru, 
Mandai, lVr:;ir1��"lJ, - - - - - - - - 

Moncongloe, Tanralili, OP 1 .  2<:><:>.000, - 

Bantimurung, Sim.bangdan 
Bontoa 

- Wilayah Kecamatan 
Tompobulu, Cenrana, OP 1 .aoo.ooo.. 

-  :  .- :-: .-: : - .- - 7 

Camba dan Mallawa 
b Perencana/Pengawas Non 

"Gedune: 
- Wilayah Kecamatan 

'T'-i,-rilralP T ·,an Marne Rarn 
.... '-4...L. .......... 1!,.'-A....&._ ..... , �'-A.IL..&.' �y ................ -....,- .A.-J'-A,..L �, 

Mandai, Marusu, 
OP 1.200.000,- 

Moncongloe, Tanralili, 
Bantimurung, Sim.bang 
Bontoa 

- \AJila3.rah Kecamatan 

Tompobulu, Cenrana, OP 1.300.000,- 

Camba dan Mallawa 

Penjelasan : 

Honorarium yang diberikan kepada personil non pegawai negeri yang 
diangkat oleh Bupati dan melaksanakan tugas sebagai 
perencana/ pengawas bangunan. Honorarium diberikan per paket. Apabila 
Perencana/Pengawas Bangunan Non Pegawai Negeri diangkat sebagai 
Pegawm Pemerintah rlengan Perianiian Kena, maka H0n0rarium vang 
. 0 - -  - - -  -  - · - - - - - - - - - - · - - -  - - - - - 0 -  . J . - , - - J - - - - · ·  ..,  _ _  .,  ---· ·---- - - - - - -  - · -  - -  ·-·-- J . c.;,  

berlaku adalah Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

CATATAN UMUM : 
Pengertian Istilah: 

OJ = Orang/Jam 
OH = Orang/ Hari 
OB Orang/ Bulan 
OT = Orang/Tahun 
OP Orang/ Paket 
OK Orang/ Kegiatan 
OR O�g/ Responden 
OPs = Oratig/ Pasang 
OBP = Orang/Bulan/ Paket 
OJP Orang/ Jam Pelajaran ( minim.al 45 menit) 
TP Tim./Tahun 

MAROS, 

A RAHMAN,MM 


